
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2021 
TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 

2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM 
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 
Corona Vims Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Barat, 
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 
2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Vims Disease 2019 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan 
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Vims Disease 2019; 

b. bahwa untuk mengurangi angka penularan virus 
COVID-19 dan · dalam rangka mengantisipasi 
meningkatnya arus kunjungan ke Kalimantan Barat dan 
tingginya potensi kerumunan masyarakat pada saat 
Imlek dan Cap Go Meh, maka Peraturan Gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 
penyesuaian dan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang 
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian 
Corona Vims Disease 2019; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahunl945; 



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3723); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undarig-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6236); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang 
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6444); 

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 34); 

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 
Togas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 
2020 tentang Gugus Togas Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19); 

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019; 



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.O 1.07 /Menkes/ 104 /2020 ten tang Penetapan Infeksi 
Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit 
yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya; 

24. Keputusan Menteri 
HK.01.07 /Menkes/328/2020 

Kesehatan 
ten tang 

Nomor 
Panduan 

Menetapkan 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
(COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri 
Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 
Pandemi; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif 
dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan 
Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah; 

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
Hk.01.07 /Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan 
Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam 
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19); 

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala 
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 di Daerah; 

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor O 1 Tahun 2021 
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk 
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM 
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Vmzs Disease 2019 (Berita Daerah 
Provin si Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Vi,us Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2020 Nomor 149) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal SA 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), 
ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan Pasal 16 ayat (Sa), ayat (Sb), 
serta ayat (5c) diperpanjang masa berlakunya terhitung mulai tanggal 9 Januari 
2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. 

Pasal II 

KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Diu.:ncla..n5l.:.a..n cl.i I'o1'1tia.1.--1.a.l� 

pada tanggal 7 jonu ari :z. o z I 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7 


